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Cegah Kerugian Peserta

Komisi IX Minta BPJS Sinkronkan Data BP!

WAKIL Ketuz Komist [X DPR
Nihayatul Wafiroh mengingatkan
pentingnya sinkronisasi dan vali-
dasi data Penertma Bantuan luran
Jaminan Kesehatan Nasional (PBI
JKN aartepat sasaran. Pasalnya,
pethedaan data berdampak pada
penonaktifan pesert vang scha-
rusnya masth berhak menerima
bantuan pemerintah.

Niavatul menyebut, persoal-
an utama terletak pada ketidak-
sinkronan basts data sosial yang
digunakan dalam penetapan
penerima PBI. Kondisi itu me-
nyebabkan scagian masyarakal
miskin kehilangan perlindunzan
keschatan, sementara kelompok
yang tidak berak masih tereatat
schagai penerima.

“Hita harus memastika semuia
data itu dalam posisi benar. Dan
yang penting adalih masyarakat
yang diputus kepesertaannya it
tersosialisastkan dengan baik,”
wjar Nilivatul dalam keterangan-
nya, Sabtn (2122026).

Dia menjelaskan, basil rapat
gabungan Komisi 1X sebelum-
nya telah menyepakati masa
evaluasi selama tiga bulan untuk
memastikan seluruh data berada
dalam kondist akurat, Waktu ity

Juga harus dimanfaatkan unuk

memperkuat sosialisasi kepada
masyarakat terdampak.
Berdasarkan data vang dibahas,
Niltayatul mengungkapkan, masih
banvak masyarakat dalam ka.

tegort desil 1 sampai desil.3 vang

belun terdaftar sebagal peserta
PRI Sedongkan kelompok desi]
s hingga desil 10-bahkan non-
desi] justru masih tereatal sehagai
penerima bantuan,

Hal it menunjukkan adanya
kesalaban dalam sistem pene
dataan yang perlu segera dikaji
secara menyelurub. Idealnya.
kelompok yang tidak mementhi
kriteria harus dinonaktifkan,
bukan masyarakat miskin yang
memang berhak menerima per-
lindungan negara.

“Nah, ini yang perhu kit kaji
uling. Kesalabannya di nvana,
sistemmnyL. seperti apa, atau me-
mang kita perlu memperhaiki
data-datz lainnya supaya lebih
akurat, k'uanvu

Katena it pihaknya meninta
selurub pemangku kepentingan
terkait duduk bersama melaku-
kan pembenahan data secara
menveluruh. Proses ity harus
melibatkan Badan Pusat Statis-
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Nihayatul Wafiroh

tik, Kementerian Spsial, hingga
Kementerian Kesehatan, agar
pendataan berjalan seragam.
"Kami berharap dalam tiga
bukan selurub data sudah sinkron.
Dan masyarakat yang berhak
menerima PRI kenhal murdarm
kan hak perlindungan kesehatan-
nya,” ueap politikus PKB itu.
Sejalan dengan 1y, anggot
Kamisi X DPR Ravindra Air-
langga mengingatkan penting-
nya perlindungan sosial selama

proses pemutakhiran data ber-
langsung. Sinkronisast din pem-
baruan data tidak boleh langsung
herdampak pada terhentiny
akses layanan keschatan ma-
syarakat rentan,

“BIIS harus dibert waktu
mcm]wrﬁiapkan niekanisme
transisi sosial yang memadai,
sepert] sosialisast liga bulan se-
belum perubahan data dan masa
tengaang tiza bulan setelahnya,”
ujar Ravindra.

Dia menjelaskan, masa tran-
slstitu penting agar kepesertaan
PBI tetap aktif meskipun terjadi
perubahan data administratif,
Dengan demikian, masyarakat
tidak langsung khlulangun stotus
kepesertaan akibat proses pemu-
takhiean sisten, Sclanjutny,
pemutakhivan DTSEN harus
diikuti dengan skema transisi
yang jelas, terukur, dan mudab
dipahami masyarakal.

“Tanpa mekanisme perlin.
dungan yang memada kebijakan
pembaruan data berpotensi me-
ninhulkan keresahan sostal, " ujar
legislator Fraksi Partai Golkaritu.

Selain sosialisasi, Ravindra

Juga menyorot pendampingan

reaktivast kepesertaan bagl

masvarakat rentan. Kolaborasi
lintas wilayah hingea tingkat
RT dan RW diperlukan agar
proses administratif tidak jadi
hambatan baru. Perubahan data
tidik bolch berdampak langsung
terhadap layanan kesehatan
masyarakat.

Lebih lanjut, dia meminta
penguatan tata kelola pembi-
ayaan untuk menjaga stabilitas
program JKN. BPIS Keschatan
didarong menurunkan biaya per
angaota per bulan tanpa menaik-
kan premi peserta. Selain itu,
alteenatif pendangan sepertl me-
kanisme pembayaran fleksibel
cukal kesehatan, dan dana abadi

Juga perlu dipertimbangkan.

Tak hanya itu, Ravindra me-
nilai, ketimpangan beban la-
yanan yang masih bertumpu pada
fusilitas kesehatan tingkat lanjutan
perlu segera dibenahi. Penguatan
faslitas keschatan tingkat pertana
dinilai menjodi kunei pengenda-
lian biaya jangka panjang.

Immgknlm pemanfaatan
FKTP penting agar penyakit bisa
ditangani sejak dini schingga
tidak berkembang menjadi pe-
nyakit katastropik,”" pungkas-
nya. WPYB
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